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BUPATI PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO  

NOMOR  10 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2022 

TENTANG 

TATA CARA ALOKASI DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN  

DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA  

DI KABUPATEN PROBOLINGGO  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  81  ayat  (5),  

Pasal 96 ayat (5), Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas  Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta 

mewudukan tertib administrasi pengelolaan keuangan Desa, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Alokasi 

dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten 

Probolinggo; 

 

 

  

SALINAN 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya                  

dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah                        

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                        

Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang   

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas                        

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                          

Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan  Lembaran  Negara  

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                          

Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia                     

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah                    

Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6321); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

9. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Tata Cara Alokasi dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan 

Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada 

Desa di Kabupaten Probolinggo (Berita Daerah Kabupaten 

Probolinggo Tahun 2022 Nomor 2 Seri G) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 3              

Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Probolinggo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Alokasi 

dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa                             

di Kabupaten Probolinggo (Berita Daerah Kabupaten 

Probolinggo Tahun 2024 Nomor 3 Seri G); 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA 

ALOKASI DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN 

DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA 

DESA DI KABUPATEN PROBOLINGGO. 

 

Pasal I 

Ketentuan ayat (1) Pasal 5 Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Tata Cara Alokasi dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Probolinggo (Berita 

Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 2 Seri G) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 3 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata 

Cara Alokasi dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Probolinggo (Berita Daerah 

Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 Nomor 3 Seri G) diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 5 

(1) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada 

Desa dimaksudkan untuk:  

a. meningkatkan peran Pemerintah Desa dan masyarakat desa dalam 

membantu Pemerintah Daerah merealisasikan pajak dan retribusi daerah; 

b. pemberian bantuan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi 

Pemerintahan Desa, Lembaga Adat Desa/Lembaga  Kemasyarakatan Desa. 

(2) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan minimal                  

sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah 

dan retribusi daerah tahun sebelumnya. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan                          

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah                     

Kabupaten Probolinggo. 

 

Ditetapkan di          Probolinggo 

pada tanggal  2  Juni  2025                  

BUPATI PROBOLINGGO 

                 ttd 

            MOHAMMAD HARIS 

Diundangkan di         Probolinggo 

pada tanggal  2  Juni  2025 

SEKRETARIS DAERAH 

ttd 

UGAS IRWANTO, S.Sos. M.Si 

Pembina Utama Madya 

NIP. 19690515 199003 1 009 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 10 SERI G 

 

Salinan sesuai dengan aslinya : 

a.n. SEKRETARIS DAERAH 

Asisten Pemerintahan dan Kesra 

u.b. 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

    

 

ADHY CATUR INDRA B, S.H. 

Penata Tingkat I 

NIP. 19820215 201001 1 017 

 


